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BANGKEP - APBD 2011
Kabupaten Banggai Kepulauan
(Bangkep) mengalami defisit
sekitar Rp23 miliar akibat
tingkat perencanaan anggaran
yang tidak benar dan bernuansa
kepentingan. Defisit anggaran telah
menimbulkan berbagai persepsi
yang menjurus kepada penilaian
penyusunan perencanaan yang
tidak matang dan kurang
berkualitas.

Defisit anggaran itu
menunjukan panitia anggaran
eksekutif dan legislatif dinilai
tidak mampu mengelola dengan
baik, sehingga menghasilkan
produktivitas anggaran yang
bermasalah atau defisit.
Akibatnya, ada sejumlah proyek
di beberapa instansi yang telah
dilaksanakan dan selesai 100
persen, tidak bisa dibayarkan
anggaran proyek itu.

Hal itu dikatakan Wakil

Ketua DPRD Kabupaten
Banggai, Hinra Husain, Selasa
(27/9)
mengungkapkan, proyek-
proyek yang belum dapat
dibayarkan, karena keterbatasan
dana yang ada merupakan
tanggung jawab eksekutif yang
telah mengusulkan program
yang muluk-muluk, tidak
menyesuaikan dengan dana
yang ada. Padahal, pagu
anggaran APBD telah diketahui,
tetapi kenapa masih defisit lagi.

“Saya justru beranggapan ada
yang tidak beres dengan
kepemimpinan kabupaten
Bangkep pada pemerintahan
sebelumnya. Makanya, kita perlu
melakukan audit secara besar-
besaran, untuk mengetahui titik
persoalan yang menyebabkan
difisit. Kalau perlu kita harus
datangkan  audit  dari
pemerintah pusat, sehingga

kemarin. Ia .

terungkap secara keseluruhan,”
katanya.

Menurutnya, defisit anggaran
Kabupaten Bangkep sebelumnya
mencapai Rp50 miliar, setelah
dilakukan perbaikan dan
pemeriksaan kembali, ternyata
defisit anggaran hanya sebesar
Rp23 miliar. Apapun alasannya,
besar kecil defisit merupakan
persoalan  yang  perlu
dipertanyakan.

Belum lagi kata dia, banyak
program yang telah ditetapkan
dalam sidang paripurna APBD
Kabupaten Bangkep 2011,
tidak terealisasi di lapangan.
“Ini ada dpa, kalau alasan
keterbatasan anggaran, dinilai
tidak rasional. Karena, pagu
anggaran sudah jelas dan
dibagikan pada semua instansi
yang ada di jajaran pemerintah
Kabupaten Bangkep sesuai
usulan prioritas,’kata Hinra.

Lalu kenapa ada program yang
telah ditetapkan dalam APBD
tidak bisa dilaksanakan, karena
alasan keterbatasan. Bahkan, ada
proyek yang telah dilokasikan
pada  daerah tertentu,
dipindahkan ke daerah lain, tanpa
pembahasan dan pemberitahuan
kepada DPRD Kabupaten
Bangkep dan masih banyak
proyek bermasalah lainnya.

Contohnya, proyek
pembangunan jalan Salakan-
Kautu yang menelan biaya
miliaran rupiah adalah contoh
yang harus diungkap terlebih
dahulu. “Saya menganggap
proyek peningkatan jalan,
merupakan proyek ganda karena
dua dianggarkan hingga
menimbulkan permasalahan
beberapa waktu lalu. Dan kasus
proyek itu harus diungkapkan,
karena ada dugaan pelanggaran,”
katanya. (rd)











